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Lampiran -

Hal . Jawaban atas Permononan Klarifikasi

vth. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Di Kupang

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 940.KU.1660.AK/2013, tanggal 17 September

2013, hal Mohon Klarifikasi, dengan ini dapat kami sampaikan klarifikasi berikut:

1. Berdasarkan Paragraf 31 dan 32 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 03
Lampiran | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, aktivitas Pendanaan adalah akiivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang
berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka
panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka
panjang dan utang jangka panjang.

5 Berdasarkan Paragraf 35 dan 36 PSAP 03 Lampiran | PP Nomor 71 Tahun 2010, akfivitas
transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam
aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan
penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan
pendanaan pemeriniah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan
Fihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persedisan kepada/dari
bendahara pengeluaran, serta kiriman uang.

3 Pemberian maupun penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari Bendahara
Pengeluaran merupakan aktivitas transitoris dan tidak termasuk dalam aktivitas
penggunaan SiLPA karena penyetoran sisa uang persediaan ke Kas Daerah merupakan
transfer kas yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran kepada Bendahara Umum Daerah
(BUD) yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah.

4. Berdasarkan Paragraf 31 PSAP 02 Lampiran | PP Nomor 71 Tahun 2010, Belanja diakui

pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Selain ik,
Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan {IPSAP) Nomor 02 tentang
Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerahi
menyatakan bahwa interpretasi terhadap pengakuan pendapatan dapat diterapkan secara
analogis terhadap belanja negara/daerah, sehingga selain pengakuan belanja sebagaimana
diatur dalam Paragraf 31 PSAP 02 Lampiran | PP Nomor 71 Tahun 2010, pengakuan
belanja juga dapat mencakup belanja kas yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran
yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dipertanggungjawabkan ke RKUN/RKUD,
dengan ketentuan bendahara pengeluaran tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD.
Oleh karena itu, dapat kami klarifikasi bahwa selisih antara belanja pada Laporan Arus Kas
(penjumlahan antara arus keluar kas dari aktivitas operasi dan arus keluar kas dari aktivitas
investasi terkait perolehan aset tetap dan aset lainnya) dengan belanja pada Laporan
Realisasi Anggaran tidak menggambarkan sisa kas di Bendahara Pengeluaran pada akhir
pericde pelaporan.



Selain itu, dapat kami informasikan bahwa Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi tidak
hanya menyajikan arus kas keluar terkait perolehan aset tetap seperti perolehan tanah dan
perolehan peralatan dan mesin, serta perolehan aset lainnya seperti perolehan aset tak
berwujud, yang disajikan sebagai Belanja Modal pada Laporan Realisasi Anggaran, tetapi
juga menyajikan arus kas keluar terkait dengan pembentukan dana cadangan, penyertaan
modal pemerintah daerah, serta pengeluaran pembelian investasi dalam bentuk sekuritas,
yang disajikan sebagai Pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

/iy, Ketua Komite Kerja,

Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:
1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sebagai Ketua Komite Konsultatif; dan

2. Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua Komite
Konsultatif.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari 32 Tclp. 821702 - 821234

Kupang, 17 September 2013

Nomor - 940.KU.1660.AK/2013 Kepada
Lampiran @ =~ Yth. Ketua Komite Standar
Perihal :  Mohon Kiarifikasi Akuntansi Pemérintahan
di -
Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan PSAP No. 03 Laporan Arus Kas sesuai Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, setidak-tidaknya
perlu ada penyamaan pemahaman terhadap dua hal yaitu (1) Aktivitas Pendanaan
dan (2) Aktivitas Transiloris sebagaimana termual dalam Paragraf 31 s/d 38 PSAP
No. 03 dimaksud, agar dalam teknis penerapannya tidak | menimbulkan multi tafsir
dengan tetap memperhalikan konektivitas antara satu laporan dengan laporan
fainnya dalam salu kesatuan E_éﬁ;a_ji;n Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan.

Pertama, Aktivitas Pendanaan. Apabila masih terdapat sisa kas di

Bendahara Pengeluaran tahun sebelumnya sebagai bagian dari SILPA yang
kemudian baru di setor ke rekening Kas Umum Daerah padg tahun herjalan,
penyetoran yang demikian disajikan pada aki:\ntas yang mana. Mengmgat unsur
SiLPA merupakan bagian dari aktivitas pendanaan, “maka penyetoran tersebut
semestinya dilaporkan pada aktivitas pendanaan bukan pada ketiga aktivitas yang
lain.

Kedua, Akhwtas Transitoris. Pada paragraf 35 beserta penjelasannya pada
paragraf 36 s!d 38. termasuk dalam akfivitas  transitoris adalah
pamberian/penyetoran  kembali  uang persediaan kepada/dari Bendahara
m{iak sesuai dengan p;njelasan paragraf 36 yang menyatakan
bahwa arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas brutto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan
pendanaan Pemerintah. Yang dimaksud dengan tidak mempengaruhi disini adalah



Tambusan :

ND O RN

tidak menambsah ataupun mengurangi pendapatan, beban dan pendanaan APBD,
sementara disisi yang lain, pemherianipengembalian uang persediaan kepadaldari
Bengahara Pengeluaran adalah merupakan hak keuangan dasrah yang semeslinya
telah disajikan pada arus keluar kas akfivitas operasi dan aktivitas investast sebagai
bagian dari belanja. Dengan demikian maka gw pelanja di Laporan Arus
Kas {penjumlahan antara arus keluar Kkas dari aktivitas operasi dan arus keluar kas
dari akivitas investassi) dengan belanja di Laporan Realisasi Anggaran akan
menggambarkan berapa sesungguhnya sisa kas di Bendahara Pengeluaran pada
akhir periode pelaporan, sehagal salah satu bentuk pengujian sejauh mana
hubungan antara informasi yang disajikan dalam Laporan Arus Kas dengan Laporan
Keuangan lainnya.

Demikian disampaikan untuk mohon kiatifixasi, atas perhatian dan

perkenannya, kami ucapkan terima kasih.

e

o GUBERNUR

R .

SA TENGGARA TIMUR

2  ERANSISKUS SALEM, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NiP 195706085 198610 1 003

Menteri Datam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
Kepala BPK-R! di Jakatia,

Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;

Wakii Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang :
Kepala Perwakitan BPK-R! Provinsi NTT di Kupang;
inspektur Provinsi NTT di Kupang. »

T



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO Il LANTAI 2
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN — KEMENTERIAN KEUANGAN RI
JALAN BUDI UTOMO NO. 6, JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 352-4551, (021) 344-9230 EXT 5311/ FAKSIMILE: (021) 352-4551
WEBSITE: WWW.KSAP.ORG / E-MAIL: WEBMASTER@KSAP.ORG

Nomor : S- {1 /K 1/KSAP/IV/2014 1] April 2014
Sifat : Segera
Hal : Tanggapan terhadap Akuntansi Belanja Modal dan Komponen

Biaya Perolehan Aset Tetap

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau

JI. Pusat Pemerintahan No. 01, Malinau

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: 900/046/Keu-111/2014 tanggal 5 Maret 2014

hal Permohonan Penjelasan, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

a.

Paragraf 37 PSAP 02 Lampiran | PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, menyatakan bahwa “belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk
perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode
akuntansi...”

Buletin Teknis SAP Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah pada
Bab V, menyatakan bahwa “suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika:

- pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang
dengan demikian menambah aset pemerintah;

- pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya
yang telah ditetapkan oleh pemerintah;

- perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijuar’.

Ketentuan terkait dengan komponen biaya dalam rangka perolehan aset tetap telah diatur
dalam Paragraf 28 s.d. 37 PSAP 07 Lampiran | PP Nomor 71 Tahun 2010.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa:

Tembusan:;
1.

Dalam hal pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam surat Saudara memenuhi
kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka pengeluaran tersebut
dikategorikan sebagai belanja modal. Selanjutnya, aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.

Dalam hal komponen biaya sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam surat Saudara
memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf ¢ di atas, maka perolehan aset tetap
sampai dengan aset tetap tersebut dapat digunakan, komponen biaya tersebut dikapitalisasi
sebagai nilai aset tetap.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

/11 Ketua Komite Kerja,

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebagai Ketua Komite Konsultatif
KSAP;

2. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua Komite

Konsultatif KSAP.



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
SEKRETARIAT DAERAH
J1. Pusat Pemerintahan No.01.Telp.(0553)-21409
MALINAU

Malinau, 5 Maret 2014
Nomer : 900/046/Ken-111/2014 Kepada
Sifat @ Segera Yth. KOMITE STANDAR
Lamp [~
Perihal : Permohonan Fenjelgsan AKUNTANSI PEMERINTAHAN
di -
Jakarta

Sehubungan PP No. 71 Tabun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan terutama PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap perihal Peniltaian Awal
Aset Tetap yang memuat Komponen Belanja pada poin 28 yang berbunyi fiaya
peroiehan suaiu aset ielap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya,
termusitk bea impor dan setfap biaya yang daput diatribusikan secara langsung
dulam membawa asel tersebut ke kondisi yang membucai asel tersebut dapat
bekerja uniuk penggunaan yang dimaksudkan dan pada poin 35 yang berbunyi
Bigyy adminisirasi dan biapa wmum lainnya bukan merupakan suatu komponen
biaya aset terap sepanjang biaya tersebut tiduk duput dictribusitan secarg
lungsung pada biaya perolehan aset ataw membawa aset ke kondisi kerjanya.
Adapun bersama surat ini kami lampirkan beberapa contoh dokumen sebagai
bahan pertimbangan KSAP agar dapat melihat lebih jelas perbedaan tafsir atas bal
tersebut. Beberapa hal yvang ingin dipertanyakan berkaitan dengan perbedaan
tafsir poin di atns dalam pemeriksaan laporan keuangan daerah oleh BPK RI dan
evaluasi APBD oleh Tim Evaluasi Provinsi Kalimantan Timur/Utara yaitu,

. Apabila suatu kegiatan seperti Peningkatan Kupasitas PTLMEH Di Desa Data
Dian Kecamaton Kayan Hiliv (Tahap 1) dengan nilai Rp2.000.000.000,00
yang memuat belanja sebagai berikut:

1) Honor PPTK dan staf pengelola administrasi Rp13.050.000,00
2} Honor panitia lelang Rp5.250.000,00

3) Honor pemeriksa barang Rp3.000.000,00

4) ATK kegiatan Rp1.500.000,60

5) Biaya cetak Rp850.000,00

6} Biaya fotocopy Rp800.000,00



7) Biaya perjalanan dinas monitoring kegiatan Rp58.460.000,00
8) Belanja modal yang terdin dari konstruksi dan  pengawasan
Rp1.917.090.000,00
Apakah belanja modal aset letep fersebut  dalam  penganggaran
dianggarkan terpisah sesuai kategori kelompok belanjz pegawai, belanja
barang dan jusa serta belanja modal etau seluruh komponren belanja
dianggarkan dalam satu akun belanja modal saja? Lalu bagaimana
pengukuan nilai aset tetap tersebut apabila sudah direnlisasikan?

b. Pada kegialan Pengadaan Alat-Alat Xanfor dan Rumah Tangga senilal
Rp1.698.522.000,00 memuat belanja yang terurai dalam kelompok belanja
pegawai, barang dan jasa serta modal seperti tertera dibawah ini;

1.  Honor PPTK Rp3.960.000,00

2. Staf Administrasi Rp3.960.000,00

3 Staf Teknis Rp3.960.000,00

4 Honor panitia lelang Rp10.500.000,00

5. ATK Rp3.375.000,00

6.  Belanja spanduk umbul-umbul Rp736.000.000,00

7.  Belauja cetak Rp%00.000,00

8 Belanja penggandaan Rpl.225.000,00

9. Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp53.250.000,00

10. Belanja modal pendingin ruangan Rp35.000.000,00

11. Belanja modal mesin genset Rp16.000.000,08

12. Belanja modal tarub Rp100.000.600,00

13. Belanja modal sofa Rp1.500.000,00

14. Belanja modal rak piring aluminium Rpl50.000.000,00

15.  Belania modal soundsystem Rpl180.452.000,00

16. Belanja modal jaringan air bersih Rp100.000.000,00

17. Belanja modal instalasi listrik Rpl50.000.000,00

18. Belanja modal instelasi telepon Rp100.000.000,00

Perianyaan kami adalah apakah penganggaran di atas sudal benar? Di
antara komponen belanja tersebut apakah ade yang termasuk komponcn
biaya administrasi dan blaya lainmya yang bukan merapakan Sutn
komponen biaya aset tetap? Kemudian bagaimana pencalytannyn padn
akun aset tetap apabila sudah direalisasikan?



-

-

Dermikian surat permohonan penjelasan ini disampaikan dengan harapan
diberikan penjelasan tertulis agar menjadi pedoman dalam penganggaran sera
pencatatan aset telap, Atas perhatian dan kesediaannys dalam hal ini divcapkan

terima kasih.

- - Kahag. Pengelola Kevangan, ﬁ

L Dum .
< Ppmbing va



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO Il LANTAI 2, DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
JALAN BUDI UTOMO NOMOR 8, JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 3524551, (021) 3449230 EXT 5311, FAKSIMILE: (021) 3524551,
WEBSITE: www.ksap.org, EMAIL: weasier s

Nomor :@ S-13 /K.1/KSAP/IV/2014 |6 April 2014
Sifat : Segera
Hal . Tanggapan Permasalahan Aset Tetap

Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 1045/-078.3 tanggal 12 Maret 2014 hal
Mohon Tanggapan Permasalahan Aset Tetap, dapat kami sampaikan penyelesaiannya dari
dua sudut pandang: (1) standar akuntansi, (2) pertanggungjawaban barang milik

negara/daerah, sebagai berikut:
A. Standar Akuntansi

1. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Lampiran Il
PSAP Nomor 07 paragraf 76 menyebutkan: Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca
ketilia dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan
tidalc ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

2. Selanjutnya pada Buletin Teknis Nomor 9 tentang Akuntansi Aset Tetap Bab X:
“Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap” dijelaskan dan diberikan contoh pencatatan
akuntansi penghentian Aset tetap.

B. Mekanieme Pertanggungjawaban Barang Milik Negara/Daerah

1. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pasal 43 (1)
menyebutkan: Penghapusan barang milik negara/daerah dilakukan dalam hal
barang milik Negara/daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi
pemusnahan atau karena sebab-sebab lain. Dalam penjelasan pasal 43 (1), yang
dimaksud karena sebab-sebab lain antara lain adalah karena hilang, kecurian, terbakar,

susut, menguap, mencair.

5 PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pasal 82 (1)
menyebutkan: Setiap kerugian negara/daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/



pelanggaran hukumn atas pengelolaan barang milik negara/daerah diselesaikan
melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal di atas dan berdasarkan pernyataan Saudara, bahwa sesuai dengan
sensus barang milik daerah terdapat peralatan dan mesin yang hilangftidak diketahui
keberadaannya, maka dar segi akuntansi aset tersebut fidak iagi memiliki manfaat
ekoncmik di masa yang akan datang, sehingga harus dikeluarkan dari neraca dan

diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Berkenaan dengan mekanisme pertanggungjawaban dan prosedur administratif untuk
menghapuskan barang milik daerah agar Saudara mengikuti ketentuan/ peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, apabila kehilangan barang daerah terjadi
akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum, agar hal tersebut Saudara
selesaikan pula melalui prosedur tuntutan ganti rugi (TGR).

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terimakasih.

/% Ketua Komite Kerja,

S~ ——

Tembusan:

Cirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sebagai Ketua Komite Konsultatif: dan

2. Lirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua Komite
Konsultatif

3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

BADAN PENGELOLAKEUANGAN DAERAH
Jalan Medan Merdeka Selatan No, 8-9
Telpon. 382 2406 - 382 2036 - 382 2040 Fax. 384 8316

JAKARTA
Kode Pos. 10110
Nomor : fDlrS/—O'f-8-3 {131 Maret 2014
Sifat . Segera
Lampiran : - Kepada
Hal : Mohon Tanggapan
Permasalahan Aset Tetap Yth: Ketua Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan
di

Jakarta

Menindaklanjuti Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor: 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah yang mengamanatkan bahwa “Pengelola dan pengguna barang
melaksanakan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun” dengan ini

disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2013 telah melaksanakan
kegiatan sensus barang milik daerah untuk posisi aset tetap per 31
Desember 2012 Audited BPK Rl pada 737 Entitas Akuntansi

2. Hasil evaluasi atas pelaksanaan Kkegiatan sensus tersebuf diantaranya
terdapat pengurangan aset tetap berupa peralatan dan megsin yang tidak
diketahui keberadaannya/hilang yang umumnya merupakan hasil
pengadaan di bawah tahun 2007 yang telah disensus pada tahun 2008.

Berkaitan dengan angka 2 di atas, untuk memenuhi prinsip
pengungkapan lengkap dan penyajian wajar atas aset tetap di dalam
laporan keuangan Provinsi DK Jakarta, mohon saran dan pendapat
Saudara termasuk langkah-langkah yang harus dilakukan Pemerintah
Provinsi DK Jakarta terhadap permasalahan tersebut.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Tembusan :
1. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta




KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO Il LANTAI 2, DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
JALAN BUDI UTOMO NOMOR 6, JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 3524551, (021) 3449230 EXT 5311, FAKSIMILE: (021) 3524551,
WEBSITE: www.ksap.org, EMAIL: webmaster@ksap.org

Nomor : S- {4 /K.1/KSAP/IV/2014 £ April 2014
Sifat . Segera
Hai : Penjelasan atas Aturan Tambahan Penghasilan

Bagi Personil ULP Kabupaten Tanah Datar

Yth. Bupati Tanah Datar
JI. Sutan Alam Bagagarsyah, Batusangkar 27281

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 600/155/Dalbang-2014 tanggal 13 Maret
2014 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas, setelah kami pelajari substansi
permasalahannya, kami berkesimpulan bahwa permohonan penjelasan lebih tepat ditujukan
kepada Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Tembusan:
1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sebagai Ketua Komite Konsultatif: dan

2. Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua Komite
Konsultatif



FROM *SESPRIBUPATI

Nomor
Lampiran

Perihal

FAx NO. S74oeD 18 Mar. 20814 12:23AM Pl

Batusangkar, _*3_Maret 2014
Jumadil Awal 1435 H

Kepada @
¢ & hos fDalbang-2014 Yth. Komite Standar Akuntans}
Pemerintzh (KSAP)
1 {satu) berkas. @
1 - Mohon Penjelasan atas Aturan : Jakarta
Tambabhan Penghasilan Bagi
Parsanil ULP Kabupaten
Tanah Datar .

Dajam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan deerah berdasarkan
peraturan perudang-undangarn, dapat disampaikan kepada Bapak sebagal berikut
1. Sesual dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahunt 2010 Tentang

Pengadaan Bareng/Jasa Pemerintah Pasal 130 Ayat (1), Pemetintah Kabupaten
Tanah Datar telah membentuk Unit Layanan Pengadaan Barangflasa (ULP)
Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Peraturan Bupah Tanah Datar Nomor 42
Tahun 2012 Tanggal 3 Desember 2612 Tentang Pembentukan Unit Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Tanah Datar (Peraturan Bupati terlampir).

2. ULP Kabupaten Tanah Datar berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis
(UPT) pada Dinas Pekerjaan Umum dengan kemposisi personil terdirl dart 1
orang Kepala ULP (eseloh IVa), 1 orang Kepafa Tata Usaha (Eselon IVD) dan 9
orang Kelompok Kerja (fungsional umumy).

3. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor %4 Tahun 2010 Pasal 128 angka (2)
ditagaskan bahwa pegawal nhegeri yang ditugaskan sebagai PPK, anggota
ULP/Pejabat Pengadaan, mempercleft tunjangan profesi yang besaimya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi sampal sast ini belum
ada peraturan yang dapat dipedomant untuk menentukan teknis penganggaran
dan besaran tunjangan tersebut.

4. Merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 72/PMK.02/2013 telah
diakomodir ketentuan mengenai honorarium Pejabat Pengadaan/Pokja ULP,
yang mana bessrannya diatyr berdasarkan nilai paket pengadaan yang
ditelanyg.
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5. Pada tahun anggaran 2013, kepada personil UPT UL Kabupaten Tansh Datar
telah diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sesuai dengan
Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Momor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daersh. Besaran
tambahan penghasian tersebut melebihi standar tambahan penghesitan PNSD
lainnya vang setingkat dan tambahan penghasilan tersebut juga sudsh
diznggarian pada tahun anggaran 2014,

6. Disamping tambahan penghasilan tarsebut di atas, pada tahun anggaran 2014
jtiga dianggatkan honorarium untuk pejabat/panitia pengadaan barang / jasa
pada UPT ULP pada kelompok belanja langsung.

7. Sehubungan dengan beberapa hal tersebut di atas dan agar tidak terjadi
kesalahan dalam pembayaran tambahan penghasilan (belanja tidak langsung)
/ honorarium (belonja langsung) bagl person) UPT Unit Layanan Peradaan
(ULP), maka dimohon bantuan penjelasan dari Bapek terhadap beberapa hal
sehagai berikut
a. Dalam rangka meningkatkan kinerja pengadaan barang/iasa, Pemssintah

Kabupaten Tanah Datar bermaksud membetikan tambahan penghasilan
bagi anggota ULP. Untuk itu dimohon kiranya penjelasan dari Bapak
fentang teknis penganggaran, apakah terfefak pada Belanja Tidak
Langsung sebagai tambahan penghasilan atau pada Belanja Langsung
sebagai Honorarium Pegawai Negeri Sipil,

b. Selznjulmya berkaitanr dengan - ketentuan dalam Peraturan Menteri
Keuangan RI Nomor 72/PMK.02/2013 tantang standar biaya masukan
tahun anggaran 2014, apakeh Pemerintah Daerah dapat mengacu pada
Peraturan Menter] Keuangan dimaksud mengenai teknis pelaksanaan dan
besaran honorarium per paket pengadaan.

c. Apabila dapat diberikan honorarium per paket pengadaan, Dagaimena
teknis penganggaran dan perlakuan akuntansinya terhadap penambahan
nilai aget hasil dart peiaksanaan belanja modal pada masing-masing Satuan
Kerja Pemetintah Daerah (SKPD).

Demikian disampaikan, atas bantuan Bapak dsum;:kan terima kasih.

Tembusan, disampalian kepada :

¥ih, 1. Gubermnur Sumatera Barat, di Patdong;
2, Kepala BPK Perwaidian Padang, di Padang
3. Ketug DPRD Kabupaten Tanph Datar, diﬂamsangiar
&, Inspekeur Tanah Datar , di Batusenghar.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO Il LANTAI 2, DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
JALAN BUDI UTOMO NOMOR 6, JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 3524551, (021) 3449230 EXT 5311, FAKSIMILE: (021) 3524551,
WEBSITE: www.ksap.org, EMAIL: webmaster@ksap org

Nomor : S- 19 /K.1/KSAP/IV/2014 \G April 2014

Sifat . Segera
Hal . Penjelasan terhadap Surat Konsultasi

Yth. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sleman
Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman Prov. DIY

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 032/224 tanggal 3 Maret 2014 hal Mohon
Penjelasan, dapat kami sampaikan hal-hal berikut:

1. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Lampiran I
PSAP Nomor 05 menyebutkan: Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang
atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional
pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP pada Lampiran |l PSAP Nomor 07
menyebutkan: Aset fetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat
lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Yang termasuk Aset tetap adalah: Tanah,
Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap
Lainnya, dan Konstruksi dalam Pengerjaan.

3. Berdasarkan hal di atas, maka:

a) Kebijakan akuntansi mengenai persediaan dan aset tetap yang disusun dan
diterbitkan oleh pemerintah seharusnya disesuaikan dengan definisi dan
karakteristik persediaan dan aset tetap yang terdapat dalam SAP.

b) Menurut kami SK Bupati Sleman Nomor 128/Kep.KDH/A/2013 yang terdapat dalam
lampiran Surat Saudara belum sesuai dengan SAP karena mencantumkan aset-
aset yang berkarakteristik aset tetap menjadi Persediaan, walaupun dengan
argumentasi bahwa aset-aset tersebut mudah rusak, mudah aus, mobilitas tinggi
dan mudah hilang.



¢} Agar penatausahaan aset-aset yang berkarakteristik aset fetap fersebut lebih
mudah dan sesuai dengan SAP, agar Saudara buat kebijakan akuntansi yang
sesuai berupa batasan jumlah biaya kapitalisasi (capifalization thresholds)
sebagaimana disebutkan pada Lampiran H PP Nomor 71/2010 PSAP 07 paragraf 51

can 52.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terimakasih.

/Zm Ketua Komite Kerja,

/ Simanjuntak

Tembusan:
1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sebagai Ketua Komite Konsultatif; dan

2. Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua Komite
Konsultatif



Nomor
Lampiran
Perihal

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Parasamya, Beran,

Sleman, 3 Maret 2014

1 032/224 Kepada:
: 1 bendel vth. Ketua Komite Standar Akuntansi
: Mohon Penjelasan Pemerintahan
Di Jakarta
Dengan hormat,

Dalam rangka pengelolaan barang milik daersh, Pemerintah Kabupaten
Sleman membuat kebijakan perihal barang persediaan yang ditoangkan dalam SK
Bupati nomor 128/Kep KDH/A/2013 tanggal 4 Maret 2013 perihal Daftar Barang
Tak Pakai Habis Yang Bersifat Khusus Yang Termasuk Dalam Barang
Persediaan.

Penyusunan SK Bupati fersebut di atas mendasarkan pada Kebijakan
Akimtansi Pemerintzh Dacrah yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sleman
Nemor 25 Tahun 2012 Perihal Kebijakan Akuntansi Keuangan dimana uatuk
mencntukan klasifikasi barang daerah kami tidak mengatur batagan materiality,
narmun dengan pertimbangan antara 1ain sifat barang heresiko tinggi mudah rusak,
mudah @us, mobilitas tinggl dan mudah hilang sebagaimana karakteristik
persediaan. Terhadap peraturan tersebut dilengkapi dengan lampiran yang berigi
jenis barang yang dikategorikan sebagai barang persediaan, Dampakoya, tidak ada
barang milik daerah yang tidak tercatat dan seluruhnya terlapor dalam laporan
keuangan Pemerintah Kabupalen Sleman sehingge pengendaliannya akan lebib
dapat dipertanggungjawabkan,

Berdasarkan hal tersebut di atas, mohon penjelasan scrta jawaban secara
tertulis apakah SK Bupati Sleman nomor 128/Kep. KDH/A/2013 tanggal 4 Marct
2013 perihal Dafiar Barang Tak Pakai Habis Yang Bersifat Khusus Yang
Termasuk Dalam Barang Persedinan sudah sesuai dengan kaidah Pernyataan
Standar Aluntansi Pemerintah (PSAP).

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima
kasih.

Kepula DPKAD,

@O

o« i Rind Murti Lestari, Akt, MM
' 'l_’_um_l}ina Utama Muda, IV/c
1107, 19600607 198411 2 001

Tembusan:



KOMITE STANDAR AKUNTANS!I PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardie Il Lantai 2
Direktorat Jendera! Perbendaharaan — Kementerian Keuangan Rl
Jatan Budi Utoma No. 6, Jakarta 10730
Telepon  : (021) 352-4551, (021) 344-8230 Ext 5311 ! Faksimile : (021) 352-4581
Website ; www.ksap.org f E-mait : webmasier@ksap.org

Nomor - S- 31 IKAIKSAP/IX/2014 1fSeptember 2014
Lampiran L -
Hal . Perlakukan Akuntansi atas Hak Pengelolaan BP Batam

Yth. Yth. Direktur Pengelola Barang Milik Negara
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Kementerian Keuangan
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara No. S-294/KN.2/2013 tanggal 27 November

2013 tentang Perlakukan dan Kebijakan Akuintansi Hak Pengetolaan Lahan BP Batam,

dapat kami sampaikan hal-hat sebagai berikut:

1. Sesual dengan PSAP 01 paragraf 8, Aset adalah sumber daya ekonomi yang
dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan
dari mana manfaat ekonomi darn/atau sosial di masa depan diharapkan dapat
diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan
uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa
bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan
sejarah dan budaya.

9 Sesuai dengan PSAP Nomor 07 paragraf 15, Aset tetap diakui pada saat manfaat
ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk
dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut

(a) Berwujud;

(b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 {dua belas) bulan;

{c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

(d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
(e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

3. Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 16, Tanah dapat diakui sebagai aset tetap apabila
memenuhi 4 (empat) kriteria berikut: (1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua
belas) bulan, (2) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, (3) tidak



dimaksudkan untuk dijual, dan (4) diperoleh dengan maksud untuk digunakan.
Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah

tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap mifik pemerintah.

4. PSAP 07 Paragraf 20 mengatur bahwa pengakuan aset tetap akan sangat andal bila
aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya danfatau pada saat

penguasaannya berpindah.

5 Buletin Teknis 01 Bab VI, Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar,

investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset lainnya antara lain terdiri dari :

Aset Tak Berwujud

Tagihan Penjualan Angsuran

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Lain-lain

Pos Aset Lain-Lain digunakan unfuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat
dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan

Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga

6. Pengertian Hak Pengelolaan (HPL) menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (3) huruf f UU
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1897 ientang Bea Perolehan Hak Tanah dan
Bangunan ( BPHTB), adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan
pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain

berupa:

perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah,

penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya,

penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau
bekerja sama dengan pihak ketiga.

7. Berdasarkan pengertian HPL tersebut, maka HPL memenuhi definisi sebagai Aset
menurut PSAP 01. Klasifikasi lebih lanjut dari HPL tersebut adalah:

Aset Lainnya untuk HPL yang belum diserahkan kepada / dikerjasamakan
dengan pihak ketiga;

Aset Lainnya uniuk HPL yang sudah dikerjasamakan dengan pihak ketiga;

Aset Tetap untuk HPL yang dipergunakan sendiri oleh BP Batam;

Dikeluarkan dari Aset Lainnya atas HPL yang diserahkan ke instansi pemerintah

fainnya.



8. Perlakukan skuntansi atas HPL agar diatur lebih lanjut oleh pemerintah dalam

kebijakan akuntansi.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima

Kasih.

Ketua Komite Kerj

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite
Konsultatif KSAP;

2. Direkiur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua
Komite Konsultatif KSAP .
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Nomor s 5234 IKN.2/2013 Q»}November 2013
Sifat : Segera
Hal - Peplakuan dan Kebiiakan Hak Pengelolaan Lahan BI” Batam

Kepada

Yth, Ketua Komite Kerja
Kamite Standar Akuntansi Pemerintahan

Jakarta

Sehubungan dengan pengelolaan aset pada BF Batam khususnya terkait Hak Pengelolaan

{ ahan {HPL), dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.

Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelahuhan Bebas Batam bahwa pola pengelolaan keuangan pada BP Batam merupakan pola
pengelolaan keuangan yang mengikuti ketentuan PPK-BLU .

HPL yang dikelola ofeh BP Batam, dapat dikategorikan sehagai berikut:
a. HPL yang belum digunakan;

h. HPL yang telah disertifikatkan dan digunakan sendiri ofeh BP Batam atau digunakan oleh
Parmerintah Daerah atau Kementerian/Lembaga lain yang berada di Batam;

¢. HPL yang telah disertifikatkan dan diterbitkan Hak Guna Bangunan {HBG) di atasnya serta
dikerjasamakan dengan pihak kefiga dalam jangka wakfu tertentu.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas dan datam rangka mendapatkan pandangan yang
lebih komprehensif, kami mohon masukan danfatau pandangan KSAP mengenai perlakuan
dan kehijakan akuntansi aset Hak Pengelolaan Lahan (HPL) BP Batam, balk yang belum
digunakan, yang digunakan oleh BP Batam/K/L/Pemda maupun vang dikerjasamakan dengan
pihak ketiga (MBG 4i atas HFL).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sarna yang baik, kami ucapken terima
kasih.

" Direktur,

, o

Vb’Chalimah Pujihastuti &3,
NIP 19880216 199503 2 002

L' At sd etk kWD _BATABHHL KRS Bos



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo lll Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan — Kementerian Keuangan Rl
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org / e-mail : webmaster@ksap.org

Nomor i S-52 IKAIKSAP/X/2014 & Oktober 2014
Sifat . Segera

Lampiran Do

Hal . Penjelasan terhadap Surat Konsultasi

Yth. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
Pemerintah Kab. Belitung Timur

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 600/397/DBM-SDA/X/2014 tanggal 6
Oktober 2014 hal Permohonan Saran dan Pendapat, setelah kami pelajari secara substansi
permasalahan dalam surat tersebut lebih tepat diselesaikan secara internal dengan pihak
pengelola keuangan/anggaran daerah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

/i Ketua Komite Kerja,

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite
Konsultatif KSAP;

2. Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite
Konsultatif KSAP;



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

OIS DA AR U UREBER B AR

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Befitung Timur 33472 2 +62.718.8220018
E-mail ; pu.beltim@yahgo.com & dou.balim hoo.co.id

Marnggar, 06 Oktober 2014
Nemor ;600739 /DBM-SDA/X/2014 Kepada
Lampiran  : - ¥th, Komite Standar Akuntansi Persarintah l/
Perihal . Permchonan Saran dan Pendapat di

Ternpat

Sehubungan adanva kesalahan administrasi keuangan pada Dinas Bina Marga
dan Sumber Daya Air Kabupaten Belitung Timur berupa kesalahan input kode
kegiatan untuk berkas pencairan Program Infrastrukiur Pedesaan untuwk kegiatan
Pembangunan/Peningkatan Jatan dan Jembatan Kecamstan Manggar dengan sub
kegiatan Pembangunan Jalan Stadion Kabupaten Belitung Timur yang seharusnya
kode kegiatan 1.03.01.01.30.01 tercetak menfadi 1.03.01.01.15.01 (berkas
terlampir}, sehingga pencairan dana untuk kegiatan tersebut mengambil anggaran

pos belanja untuk DPA kegiatan lain.

Untuk itu kami bermaksud melakukan konsultasi kepada Komite Standar
Akuntasi Pemerintahan, vaitu menyangkut beberapa pertanyaan yang ada pada
kami

1. Apakah bisa dilakukan kereksi untuk kesalahan administrasi tersebut.

2. Apakah koreksi tersebut harus disertai pengembalian dana ke Kas Daerah,
dan apa dasar hulkumnya karena kesalahan tersebut bukan terjadi pada
pihak rekanan {pencairan sesuai dengan nilai kontrak).

3. Kami sudah melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangen dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah,
dan beliau tidak berani melakukan koreksi tampa adanya bukii
pengembalian dana yang sudah dicairkan {dana ditarik kembali dari
rekanan dan disetorkan ke kas daerzh).

4. Apakah ada konsekuensi hukum untuk melaksanakan koreksi tersebut
{untuk diketahui dana dicaitkan ke rekanan sesuai dengan kentrak, hanya
saja kesalzhan terdapat pada SPM, SPP {kedua berkas tersebut dibuat oleh

bagian keuangan Dinas Bina Marga Dan Sumber Dava Air) dan 5P2D



(Berkas dibuat oleh bagian Perbendaharaan Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah) yaitu kesalahan kode kegiatan dan berkas
tersebut lolos dari verifikasi di Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
serta Verifikator pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah)

5. Bagaimanakah cara melaksanakan koreksinya, apakah ada persyaratan
administrasi untuk melaksanakan koreksi tersebut (misal harus ada bukti

setor pengembalian dana).

Demikian, atas perhatian, saran dan pendapatnya diucapkan terima kasih.

Kepala Di
Kahupat




KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo lIl Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan — Kementerian Keuangan Rl
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon : (021) 362-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org / e-mail : webmaster@ksap.org

Nomor -~ S- 35 /K.1/KSAP/X/2014 22 Oktober 2014
Sifat :  Segera

Lampiran To-

Hal - Penjelasan Atas Penyusutan Aset Pemerintah

Yth. Sekretaris Daerah
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
di Gerung, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sehubungan dengan surat Saudara nomor : 940/1261/DPPKD/2014 tanggal 18
September 2014 Hal Permintaan Penjelasan, dengan ini dapat kami sampaikan sebagai
berikut:

1. Sesuai dengan paragraf 53 PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap disebutkan bahwa:
Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat
disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
Selanjutnya sesuai dengan Buletin Teknis SAP nomor 05 tentang Akuntansi penyusutan
disebutkan bahwa aset tetap diniatkan untuk digunakan dalam operasi pemerintahan
dan tidak dimaksudkan untuk dijual pada akhir masa manfaatnya. Meskipun terhadap
suatu aset tetap dapat diestimasi nilai residunya, namun nilai residu tersebut diabaikan
dalam menghitung penyusutan.

2. Pengakuan penyusutan terhadap aset yang diperoleh tahun sebelumnya atau tahun
berjalan dapat dilakukan setiap semester atau setahun sekali saja. Entitas pemerintah
dapat memilih pendekatan-pendekatan tersebut dalam menghitung besarnya
penyusutan. Kebijakan pengukuran penyusutan harus ditetapkan dalam kebijakan
akuntansi dan diterapkan secara konsisten. Penjelasan lebih detail dapat saudara lihat
pada Buletin Teknis 05 tentang Penyusutan khususnya pada Bab V.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite

Konsultatif KSAP;
2. Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite

Konsultatif KSAP.



Lougor eARAT PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

Nomor
Lamp.

Perihal

SEKRETARIAT DAERAH

JI. Seekarno Hatta ~ Giri Menang - Gerung Telp. (0370) 681311 Fax. (0370) 640655
E-Mall : KPDE-LOBAR @ mataram.wasantara.net.id

Homepage : http/pemda-lobarripod.com
" Gerung, 18 September 2014

‘ Kepada:
1940 {1861 [Dpp bD/ 204 Yth., Ketua Komite
' Komite Standar Akuntansi Pemerintah
(KSAP)
: Permintaan Penjelasan di -
Jakarta

Bersama ini Kami dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Provinsi
Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta penjelasan perlakuan akuntansi dari Komite
Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) terhadap nilai residu dalam rangka
perhitungan penyusutan aktiva tetap.

Sebagai gambaran, Pemerintah Daersh Lombok Barat telah melakukan
penyusutan terhadap seluruh aset tetap Pemerintah Daerah sejak tahun 2004 sampai
dengan 2013 namun didalam Peraturan Bupati tentang kebijaka akuntansi
Pemerintah Daerah Lombok Barat belum dijelaskan secara rinci mekanisme dan

 metode yang digunakan, dalam arti didalam kebijakan akuntansi Pemerintah

Daerah Lombok Barat mencantumkan 3 (tiga) metodologi penyusutan, namun yang
digunakan dalam perhitungan penyusutan sejak tzhun 2004 sampei dengan 2013
menggunakan satu metode yaitu garis lurus.

Berdasarkan hasil temuan BPK RI Perwakilan NTB atas pemeriksaan
Laporan Keuangan tahun anggaran 2013 bahwa “ Penyusutan yang dilaksanskan
oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat belum memilikl peraturan bupati
mengenai  kebijakan akuntansi yang mengatur tentang penyusutan ©
menindaklanjuti temuan BPK RI diatas kami sedang menyusun Peraturan Bupati
Lombok Barat tentang penyusutan Barang Milik Daerah (draft terlampir), yang
kami ingin tanyakan adalah:

1. Apakah didalam perhitungan penyusutan dengan metode Garis Lurus
harus diperhitungkan Nilai Residu ?



2. Dapat tidak kami mengatur dalam kebijakan akuntansi bahwa Nilai
Perolehan di bawah tahun 2013 penyusutannya dilakukan pertahun,
sedangkan aset yang perolehanya dari tahun 2014 keatas penyusutan
dilakukan persemester. Hal ini disebabkan karena data tahun perolehan
untuk aset yang diperoleh tahun 2013 kebawah tidak memiliki tanggal
bulan perolehan hanya tahun saja?

N
Demikian untuk maklum dan atas perhatian serta kerjasamanya kami

sampaikan terima kasih.

EXRETARIS DAE
~-Kab. L_ombok Barat

NIP 19591228 198603 1 017

Lombok Barat Maju, Mandiri dan Bermartabat Menuju Lombok Barat Bangkit
Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju '
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Gedung Prijadi Praptosuhardjo 11T Lt 2 Telepon @ {(021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311

Dixcktorat Jenderal Perbendaharaan Faksimile : {021)-352-4551
Jalan Budi Utomo No. 6 Website @ www.ksap.ocg
Jakarta 10710 E-mall  : wehmaster@ksap.org
Nomor 1S A [KA/KSAP/XI/2014 10 Desember 2014
Sifat : Segera
Lampiran I
Hal : Penyajian Pendapatan dan Belanja Hibah/Bantuan

Sosial/Bantuan Operasional Sekolah/Blockgrant Berupa
Uang atau Barang Dalam Laporan Keuangan

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut

Pelaihari

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 460/2502/DPPKA/2014, tanggal 03

November 2014, perihal di atas, dengan ini dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai
berikut:

1.

Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran [ PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada
Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Paragraf 22 PSAP Nomor 02 fLampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan {SAP) menyatakan bahwa pendapatan diakui pada saat diterima

pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Penerapan paragraph tersebut di atas diinterpretasikan lebih lanjut dalam Interpretasi

Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima

pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Berdasarkan interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Pengakuan

Pendapatan yang diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah, pengakuan

pendapatan ditentukan ofleh BUN/BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata

oleh RKUN/RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya. Oleh karena itu, pernyataan
bahwa pendapatan diakui pada saat diterima pada RKUN/RKUD perlu diinterpretasikan
sehingga pendapatan sesuai PSAP di atas mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUN/RKUD.

b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan
negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan
ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD.

c. Pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke
RKUN/RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD
untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.



d. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan
untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib
melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.

e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan
otoritas vang diberikan oleh BUN/BUD, dan BUN/BUD mengakuinya sebagai
pendapatan.

5. Interpretasi tersebut harus dibaca dan digunakan dalam kaitannya dengan Paragraf 21 PSAP
Nomor 02 Lampiran | PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP Nomor 02 Lampiran |l
PP Nomor 71 Tahun 2010.

6. Interpretasi tersebut dapat diterapkan secara analogis pada belanja negara/daerah terkait
dengan pendapatan di atas dengan mengacu pada Paragraf 31 PSAP Nomor 02 Lampiran |
PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Paragraf 31 PSAP Nomor 02 Lampiran it PP Nomor 71 Tahun
2010.

7. Penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 dilakukan dalam
kerangka peraturan dan sistem pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan oleh
Kementerian Dalam Negeri dengan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabiitas.
Namun demikian, dengan tidak mengurangi kewenangan Kementerian Dalam Negeri
sebagai pembina keuangan daerah, agar permasalahan tersebut di atas dapat
dikonsultasikan lebih lanjut dengan Kementerian Dalam Negeri c¢.q. Ditjen Keuangan
Daerah.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerija,

foh

Tembusan:
1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsuitatif.
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Penyaiian Pendapatan  dan _Belanja Kepada Yih.

Hibah/Bantuan Sosial/ Bantuan Ketug Komite Standar Akuntansi
Operasional Sekolah/ Blockarant Berupa Pemerintzhan (KSAP)

Uang _atguw  Barang Dalam  Laporan di -

Kenangan AKARTA

Pada Tzhun Anggaran 2013, Pemerintah Xabupaten Tanah Laut
menerima dana BOS sebesar Rp. 6.483.365.000,00, bantuan sosial sebesar Rp,
3.250.336.640,00 dan bantuan tunai blockgrant sebesar Rp. 763.352.000,00,
Atas penerimmaan tersebnt Pemerintah Kabupaten Tanah Laut hanya
menyajikan dalam Neraca konsolidasi dan Catatan Atas Laporan Keuangan
{CALK). Sementara sesuai dengan IPSAP Nomor 02 fahun 2011, pendapatan
tersebut sehiarusnya dilaporkan dalam LRA.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan
Kalimantan Selatan Nomor 13.B/LHP/XIX.BJM/06/2014, tanggal 17 Juni
2014 atas Sistem Pengendalian Intern, ditemukan bahwa Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut belwm mengatur tentang Pendapatan yang
berasal dari Hibah/Baniuan  Sosial/Bantuan  Operasional  Sekolah
(BOS)/ Blockgrant berupa uang atau barang yang diterima oleh Satnan Ketja
Perangkat Daerah (SKPDY).

Sehubungan dengan hasil temuan tersebut, BPX RI Perwakifan Propinsi
Kalimantan Selatan merekomendasikan Bupati Tanah Laut agar :

1. Merevisi dan menetapkan kebijakan akuntansi yang mengatur mengenai
pendapatan yang berasal dari Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Operasional
Sekolah/ Blockgrant dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

2. Menyusun dan menetapkan mekanisme pelaporan dan pengesahan atas
uang dan atau barang yang diterima langsung oleh SXPD;



3. Mempedomani TPSAP Nomor 02 untuk menyajikan pendapatan
Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Operasional Sekolah/Blockgrant dalam
Laporan Realisasi Anggaran (LRA),

Berkenaan hal tersebut diatas, kami informasikan bahwa Pemerinigh
Kubupaten Tanah Laut telah menindaklanjuti rekomendasi BPK Rl Perwakilan
Kalimantan Selatan dengan merevisi dan menetapkan Kebijakan Alkuntansi
yang baru serta menyusun dan menetapkan mekanisme pelaporan dan
pengesahan atas uang dan atau barang yang diterima langsung oleh SKPD,

Namun ada beberapa hal yang masih mengganjal yang perln penjelasan
dari Komite Standar ARuntansi Pemerintahan (KSAF), antara Tain :

1. Selain pendapatan, apakah  belanja dari dana hibah/banfuan
sosial/baniuan operasional sekolah/blockgrant juga dilaporkan dalam
laporan realisasi anggaran? Sementara belanja tersebut tidak masuk dalam
mekanisme APBD,

Z. Jika pendapatan dan belanja dari dana hibah/bantuan sosial/bantuan
operasional sckolah/bBlockgrant tersebut harus dilaporkan dalam Laporan
Realisasi Anggzaran, bagaimana pengakuannya jika terdapat selisih lebih
atan selisih kurang atas pendapaian dan belanja tersebut?

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dincapkan
terimna kasih.

An. BU@ATI TANAH LAUT

: inal idya
NP 195@1127 io8 :m:a 1613



